BAB II1

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan di Pengadilan
Negeri Kabupaten Madiun, ditemukan ada hakim yang mengimplementasikan
Perma No. 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dan
Jumlah  Denda dalam KUHP, namun ada juga yang tidak
mengimplementasikannya. Dasar pertimbangan hakim untuk
mengimplementasikan Perma No. 2 Tahun 2012 adalah karena hakim sebagai
salah satu aparat penegak hukum wajib mempertimbangkan rasa keadilan
masyarakat, hakim yang berada di bawah naungan Mahkamah Agung (MA) juga
sebisa mungkin mematuhi peraturan-peraturan yang dibuat oleh MA. Alasan lain
bagi hakim untuk mengimplementasikan yaitu menyesuaikan nilai barang atau
uang yang sekarang ini sudah tidak relevan dengan nilai barang atau uang yang
diatur dalam KUHP maupun Perpu No 16 Tahun 1960, selain itu dengan
dijatuhakannya pidana yang singkat, diharapkan dapat mengurangi kapasitas di
Lembaga Pemasyarakatan (LP) atau Rumah Tahanan (RUTAN) dan
meminimalisir pelaku tindak pidana untuk belajar menjadi lebih jahat dari

narapidana yang lain.
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Adapun dasar pertimbangan hakim untuk tidak mengimplementasikan
Perma No. 2 Tahun 2012 adalah karena Perma hanyalah mengikat bagi hakim,
sedangkan kepolisian dan kejaksaan tidak terikat dengan Perma. Sistem peradilan
pidana yang berlaku di Indonesia dalam menangani suatu perkara pidana selalu
diawali dari kepolisian yang kemudian dilimpahkan ke kejaksaan, dan barulah ke
pengadilan. Apabila dalam pelimpahan perkara ke pengadilan, JPU tidak
memasukkannya dalam katagori tindak pidana ringan, maka hakim tidak bisa serta
merta memasukkannya dalam katagori tindak pidana ringan. Hal ini telah
dikuatkan dalam Pasal 5 Nota Kesepakatan Bersama yang dilakukan oleh Ketua
Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jaksa Agung, dan
Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Pelaksanaan Penerapan
Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara

Pemeriksaan Cepat, Serta Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice)

B. Saran

Usaha Mahkamah Agung dalam menerbitkan Perma No. 2 Tahun 2012
tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam
KUHP patut dihargai karena nilai barang yang diatur dalam pasal-pasal Tindak
Pidana Ringan memang perlu dilakukan penyesuaian. Namum pemberlakuan
Perma tersebut pada akhirnya dirasa kurang tepat karena kekuatan mengikat
Perma yang tidak dapat menjangkau penyidik dan JPU. Pemberlakuan Perma ini
perlu diperkuat dengan bentuk peraturan perundang-undangan lainnya yang
kedudukan hierarkinya jelas ditentukan dalam undang-undang sehingga materi

muatannya dapat menjangkau semua pihak, termasuk penyidik dan JPU. Sebagai
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contoh misalnya, pada tahun 1960 dikeluarkannya Perpu tentang penyesuaian
nilai barang dalam KUHP, sehingga penyidik dan JPU pun juga terikat oleh
peraturan tersebut. Penyesuaian yang dilakukan dengan menerbitkan Perma ini
dirasa kurang cukup menjangkau semua lapisan aparat penegak hukum yang

terlibat dalam sistem peradilan pidana.
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